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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIRA

NOMOR    202    TAHUN  2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIRA,

Menimbang  :    a.  bahwa     dalam     rangka     peningkatan     penatausahaan
keuangan  dan  aset  daerah  yarig  baik  serta  akuntabel,
maka    perlu    dibentuk    panitia    pelaksanaan    kegiatan
penyusunan laporan barang milik daerah;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat     :     1.  Undang-Undang     Nomor     45     Tahun      1999      tentang
Pembentukan  Propinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Propinsi  Irian
Jaya    Barat,    Kabupaten    Paniai,    Kabupaten    Mimika,
Kabupaten   Puncak   Jaya   dan   Kota   Sorong   (I,embaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    1999    Nomor    173,
Tambahan I+embaran Negara Indonesia Nomor 3894) ;

2.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  I,embaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4151);   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua
atas  Undang  -  Undang  Nomor  21  Tahun  2001   tentang
Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor   155,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3.  Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003  tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4.   Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2004     tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan
Negara (I+embaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 , Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

5.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah      (I+embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  I+embaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah     diubah     dengan     Undang    -Undang     Nomor    6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta  Kelja  menjadi  Undang -  Undang  (Ijembaran  Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

6.   Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022
Nomor 4,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  6757);

7.   Undang    -    Undang    Nomor    15    Tahun    2022    tentang
Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2022   Nomor   158,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

8.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Derah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor   92,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5533),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  142,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   28   Tahun   2020   tentang
Perubahan     Atas     Peraturan     Pemerintah     Nomor     27
Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  /
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor     142,     Talnbahan    I+embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6523);

11.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
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12.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(I.embaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020
Nomor  1781);

13.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

14.   Peraturari  Daerah  Kabupaten   Mimika  Nomor   11   Tahun
2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  (I+embaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10);

15.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025
tentang Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran   2025   (I.embaran   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun 2025 Nomor I);

16.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025  tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun  Anggaran  2025  (Berita  Daerah  Kabupaten  Mimika
Tahun 2025  Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk    Panitia    Pelaksanaan    Kegiatan    Penyusunan
Laporan   Barang   Milik   Daerah   Tahun   Anggaran   2025,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
I+ampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Keputusan ini;

Panitia    sebagaimana   dimaksud    pada    Diktum    KESATU
Keputusan ini bertugas :
1.  Menyiapkan   segala   administrasi   dan   dokumen   yang

dibutuhkan;
2.  Melaksanakan  inventarisasi  dan  menyusun  laporan aset

Pemerintah      Daerah      Kabupaten      Mimika      Tahun
Amggaran 2024; dan

3.  Mempertanggung).awabkan  dan  wajib  melaporkan  hasil
pelaksanaan    tugas    kepada    Bupati    Mimika    melalui
Sekretaris Daerah  selaku  Pejabat Pengelola Barang Milik
Daerah.

Biaya    yang    diperlukan    sebagai    akibat    ditetapkannya
Keputusan   ini   dibebankan   pada   Anggaran   Pendapatan
dan      Belanja      Daerah      (APBD)      Kabupaten      Mimika
Tahun Anggaran 2025;
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KEEMPAT Keputusari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,  16  Juni  2025

BUPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES REITOB
dengan aslinya
IAN HUKUM

WADAN SAO, SH
EMBINA

NIP.19710523 2007011011

SALINAN Keputusan ini disalnpaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda FTovinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Thmika;
7.   Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kab.  Mimika  di

Timika;
8.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimi]ra di Timika;
9.   Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lanpiran  Keputusan  Bupati  Mimika
Nomor   202   Tahun   2025
Tanggal,    16     Juni     2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENIUSUNAN LAPORAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO JABATAN DALAM INSTANSI JABATAN DALAM PANITIA

1 BUPATI MIMIKA PENASEHAT

2 SEKRETARIS DAERAH PENGARAH

3 KEPALA BPKAD PENANGGUNGJAWAB

4 KEPALA BIDANG ASET KETUA

5 KASUBID. INVENTARIS DAN
SEKRETARISINFORMASI BARANG DAERAH

6 KEPALA BAGIAN HUKUM ANGGOTA

7 RASUBID. PEMELIHARAAN
ANGGOTADAN PENGHAPUSAN

8 RASUBID. ANALISIS KEBUTUHAN
ANGGOTADAN PENGADAAN

9 KASUBAG PRODUK HUKUM ANGGOTA

10 STAF BPKAD ANGGOTA

11 STAF BAGIAN HUKUM ANGGOTA

BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES REITOB


